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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari budaya collectivism pada hubungan 
antara moral reasoning dan whistleblowing dalam organisasi pemerintahan di Kabupaten Kebumen. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 orang bendahara dan staf keuangan desa di 
Kabupaten Kebumen yang telah memenuhi kritera yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 
structural equation modeling (SEM) dengan software WarpPLS versi 6. Hasil pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat moral reasoning yang tinggi terbukti secara empiris 
dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan whistleblowing, namun demikian 
budaya collectivism terbukti secara empiris menurunkan kecenderungan whistleblowing; temuan 
terakhir adalah budaya collectivism terbukti mampu memoderasi negatif hubungan moral reasoning 
dan whistleblowing. 




Reformasi dalam hal keuangan telah 
terjadi khususnya institusi pemerintah 
dengan  dikeluarkannya  beberapa  landasan  
hukum  seperti  peraturan-peraturan  
mengenai daerah otonom, pengenalan 
perangkat teknologi untuk mempercepat 
proses organisasi, dan pengenalan serta 
kewajiban untuk menerapkan sistem 
organisasi dengan berbasiskan good 
governance kepada institusi pemerintah 
yang selalu mengacu kepada sikap, etika, 
praktek dan nilai-nilai masyarakat 
(Syakhroza, 2003). Akibat dari reformasi 
keuangan sektor publik, tuntutan akan 
akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik 
semakin menguat (Mardiasmo, 2006) 
Akuntabilitas seharusnya bisa 
diterapkan oleh semua daerah namun pada 
kenyataannya masih ditemukan banyak 
praktik kecurangan dan hal tersebut   masih 
menjadi permasalahan dalam negeri. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini telah terjadi 
trend peningkatan mengenai kasus 
keuangan baik dalam perusahaan ataupun 
dalam organisasi sektor publik. Praktik 
kecurangan dari tahun ke tahun 
menunjukkan tren yang meningkat. Data 
dari penyidikan kasus korupsi dalam lima 
tahun terakhir pada 2014 sebanyak 56 kasus 
korupsi yang disidik KPK. Kemudian naik 
pada 2015 menjadi 57 kasus, dan pada 2016 
naik lagi menjadi 99 kasus.  
Terungkapnya kecurangan keuangan 
beberapa tahun terakhir tidak lepas dari jasa 
seorang whistleblower. Tjahjono (2013) 
menyatakan bahwa berdasarkan laporan 
Association of Certified Fraud Examiner 
(ACFE) sekitar setengah dari kasus 
kecurangan dapat terungkap karena laporan 
dari whistleblower, sedangkan peran 
internal audit hanya dapat mengungkap 
seperempatnya, sisanya dapat terungkap 
oleh proses pengendalian internal maupun 
secara tidak sengaja. 
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Penelitian empiris membuktikan 
bahwa salah satu faktor yang menentukan 
perilaku whistleblowing adalah tingkat 
penalaran moral seseorang (Near & Miceli, 
1995; Liyanarachchi & Newdick, 2009; 
Gundlach, et al., 2003). Namun demikian, 
hasil berbeda ditemukan oleh Akhyaruddin 
& Asnawi (2017); Satriani & Suwardi 
(2018) yang menyatakan bahwa tingkat 
penalaran moral seseorang tidak 
mempengaruhi niat seseorang untuk 
melakukan whistleblowing. Perbedaan hasil 
dari penelitian-penelitian yang dilakukan di 
Indonesia dan di negara-negara barat, 
memotivasi penulis untuk mencoba 
memasukkan budaya masyarakat Indonesia 
ke dalam model yang sudah ada. 
Kolektivitas atau collectivism 
merupakan budaya yang melekat pada 
masyarakat timur, termasuk Indonesia 
(Park, et al., 2005). Budaya collectivism 
merupakan kebalikan dari individualism di 
masyarakat barat. Perbedaan budaya 
collectivism dan individualism diasumsikan 
berkaitan dengan kondisi geografis, 
ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi 
pola interaksi masyarakatnya. Semakin 
kompleks masyarakat, semakin sulit 
melakukan interaksi yang mendalam dan 
semakin sedikit tuntutan terhadap 
kepatuhan  pada  kelompok, di sisi lain, 
semakin sederhana suatu masyarakat, 
semakin erat hubungan kekerabatannya 
(Park et al., 2005).  
Penelitian yang dilakukan Xin 
(2014) yang mengambil contoh kasus di 
masyarakat Asia menemukan bahwa 
budaya collectivism menghasilkan budaya 
organisasi yang tertutup. Perilaku yang 
akan merusak citra dan kepentingan 
organisasi dianggap sebagai pengkhianatan. 
Pelapor (whistleblower) dianggap tidak 
layak dipercaya, dan tidak loyal. sehingga 
akan menimbulkan banyak pertentangan 
bagi pihak pelapor, organisasi, dan rekan 
kerja. 
Berdasarkan uraian yang sudah 
dikemukakan,  penelitian ini bertujuan 
untuk menguji kembali pengaruh moral 
reasoning terhadap whistleblowing; serta 
menambahkan aspek budaya, yaitu 




Tindakan whistleblowing merupakan 
pengungkapan oleh anggota organisasi 
terhadap praktik ilegal, tidak bermoral, atau 
tidak sah kepada orang atau pihak di luar 
organisasi yang mungkin dapat bertindak  
(Near & Miceli, 1985). Tindakan 
whistleblowing dapat dilakukan oleh setiap 
lapisan dalam organisasi, baik oleh 
manajemen puncak maupun  oleh 
karyawan. Pengungkapan informasi yang 
dilakukan whistleblower tidak selalu 
merupakan kecurangan atau kesalahan 
ilegal yang dilakukan oleh organisasi, 
namun kesalahan yang tidak ilegal tetapi 
dipandang sebagai tidak bermoral atau tidak 
sah oleh karyawan. 
Shawver & Shawver (2018) 
menyatakan bahwa whistleblowing secara 
moral diperbolehkan jika perusahaan, 
melalui produk atau kebijakannya, akan 
mengalami  kerugian serius bagi karyawan  
maupun bagi  publik. Peran seorang 
whistleblower sangat diperlukan dalam 
pengungkapan suatu kecurangan, karena 
whistleblower merupakan bagian dari 
internal organisasi dan kemungkinan paling 
mengetahui terjadinya suatu kecurangan 
dalam organisasi (Akhyaruddin & Asnawi, 
2017). 
Menjadi whistleblower seakan 
menjadi sesuatu dilematis bagi anggota 
organisasi, di satu sisi mereka ingin 
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organisasi berjalan dengan semestinya, 
namun di sisi lain konsekuensi yang 
mungkin akan diterima seperti teguran, 
ancaman bagi diri sendiri maupun keluarga, 
dan sanksi sosial lainnya dapat 
mengurungkan niat mereka. Upaya 
perlindungan yang dilakukan pemerintah 
Indonesia dalam melindungi whistleblower 
tertuang dalam UU No.13 tahun 2006 yang 
kemudian dilakukan perubahan menjadi 
UU No. 31 tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
 
Moral Reasoning dan Whistleblowing 
Moral dapat diartikan sebagai 
karateristik seseorang atau kelompok yang 
menjadi pedoman dalam berprilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku 
dalam kelompok sosial yang bersangkutan. 
Secara etimologis moral berasal dari bahasa 
latin mores yang berarti tata cara dalam 
berkehidupan,adat istiadat dan kebiasaan. 
Dengan kata lain (mores) moral adalah 
kaidah tentang perbuatan dan sikap manusia 
yang baik dan benar. 
Menurut Santrock (2011), 
perkembangan moral adalah perkembangan 
yang melibatkan pikiran, perasaan, dan 
perilaku mengenai aturan-aturan dan 
penemuan tentang apa yang harus 
dilakukan ornag dalam interaksi mereka 
dengan orang lain. Desmita (2005) 
mengemukakan bahwa moral erat kaitannya 
dengan hubungan interpersonal namun 
sejak lama telah menjadi wilayah 
pembahasan dalam filsafat. 
Akhyaruddin & Asnawi (2017) 
menyatakan bahwa salah satu faktor 
penting yang mempengaruhi keputusan 
individu untuk melakukan whistleblowing 
adalah perilaku moral. Semakin tinggi 
tingkat moral reasoning seseorang, 
kecenderungan mereka untuk melakukan 
whistleblowing semakin tinggi jika 
dihadapkan dengan wrongdoing yang 
dilakukan oleh organisasi. Liyanarachchi & 
Newdick (2008) dan Shewver & Shewver 
(2018) menunjukkan bahwa moral 
reasoning memiliki pengaruh positif 
terhadap kecenderungan individu untuk 
melakukan whistleblowing. 
Berdasarkan argumen dan uraian di 
atas, maka hipotesis pertama yang diajukan 
oleh peneliti adalah 
H1 : Moral reasoning berpengaruh positif 
terhadap kecenderungan individu untuk 
melakukan whistleblowing  
 
Collectivism dan Whistleblowing 
Budaya collectivism merupakan 
salah satu budaya yang melekat pada 
masyarakat timur, termasuk masyarakat 
Indonesia (Park et al., 2005). Menurut 
Englehart (2000), budaya collectivism 
merupakan seperangkat nilai yang meliputi 
kepatuhan kepada atasan, kesetiaan pada 
kelompok, dan peleburan identitas individu 
ke dalam identitas kelompok. 
Menurut budaya collectivism, 
kepentingan organisasi dianggap lebih 
penting dari kepentingan karyawan, 
sehingga mereka cenderung lebih patuh 
terhadap permintaan dan kebutuhan 
organisasi, meskipun terkadang permintaan 
tersebut merupakan suatu kecurangan 
karena mereka ingin menghindari konflik 
(Park et al., 2005); mengancam 
keharmonisan dengan karyawan lain atau 
dengan organisasi (Bochner, 1994).  
Peneliti menduga bahwa budaya 
collectivism yang ada di Indonesia akan 
mengurangi niat seseorang untuk 
melakukan whistleblowing sekalipun ia 
memiliki moral reasoning yang tinggi, 
karena lebih memilih untuk menghindari 
konflik dengan sesame rekan kerja maupun 
organisasi. Berdasarkan uraian dan 
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argumen tersebut, maka hipotesis kedua 
dan ketiga dalam penelitian ini adalah 
H2 : Collectivism berpengaruh negatif 
terhadap kecenderungan individu untuk 
melakukan whistleblowing 
H3 : Collectivism berpengaruh negatif 
terhadap hubungan antara moral reasoning 








Gambar 1. Model Penelitian 
 
METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan melakukan 
uji hipotesis dari data primer yang telah 
dikumpulkan 
 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 
22 Mei 2019 sampai dengan 19 Juli 2019 
yang bertempat di Kabupaten Kebumen 
 
Populasi/Sampel Penelitian 
Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh pegawai pada organisasi pemerintah 
di Kabupaten Kebumen. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
bendahara dan staf keuangan di setiap desa 
di Kabupaten Kebumen, dengan alasan 
karena bendahara merupakan pihak yang 
memegang peranan penting dalam 
pengelolaan keuangan di organisasi 
pemerintahan. Dari 150 instrumen yang 




Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer yang 
diperoleh dengan menyebarkan instrumen 
penelitian kepada para responden. 
Penyebaran instrumen penelitian dilakukan 
dengan cara peneliti datang langsung ke 
setiap kecamatan untuk mengumpulkan 
data, dengan meminta izin terlebih dahulu 
kepada pihak yang berwenang. 
 
Data, Instrumen, dan Teknik 
Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian merupakan 
data primer yang diperoleh langsung dari 
responden melalui penyebaran instrumen. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan kuisioner dengan skala 
likert. Kuisioner yang disusun merupakan 
adaptasi dari instrument yang 
dikembangkan oleh Liyanarachchi & 
Newdick (2009), yang juga digunakan oleh 
Akhyaruddin & Asnawi (2017).  
Teknik pengumpulan dilakukan 
dengan purposive sampling, dengan kriteria 
pegawai sudah bekerja minimal satu tahun 
dengan pertimbangan mereka sudah 
mengenal dengan baik lingkungan kerja dan 
rekan kerja mereka. Response rate dari 
penelitian ini adalah 53,3%. Menurut 
Gudono dan Mardiyah (2000), tingkat respon 
untuk survei kuisioner di Indonesia pada 
umumnya berada di bawah 20%, sehingga 
dapat dikatakan bahwa response rate dalam 
penelitian ini cukup tinggi. 
 
Teknik Analisis Data 
Hipotesis dalam penelitian ini diuji 
dengan menggunakan Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan metoda alternatif 
Partial Least Square (PLS) dengan 
menggunakan software WarpPLS 6.0. 
dengan pertimbangan bahwa SEM-PLS 
Moral Reasoning Whistleblowing 
Collectivism 
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mampu menganalisis variabel yang tidak 
dapat diukur langsung (unobserved 
variables) dan memperhitungkan kesalahan 
pengukurannya (Sholihin dan Ratmono, 
2013). 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Demografi Responden 
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat 
sebaran responden berdasarkan jenis 
kelamin, tingkat pendidikan dan lama 
bekerja. Responden berjumlah 80 orang 




Gambar 2. Model Struktural 
 
Validitas Konvergen 
Validitas konvergen menunjukkan 
sejauh mana suatu ukuran berkorelasi 
positif dengan ukuran alternatif konstruk 
yang sama (Hair, et al., 2014). Terdapat dua 
kriteria (Sholihin & Ratmono, 2013) untuk 
menilai apakah model pengukuran 
memenuhi syarat validitas konvergen untuk 
konstruk reflektif yaitu nilai loading > 0,70 
dengan p signifikan (p-value < 0,05); atau 
nilai average variance extracted (AVE) ≥ 
0,50. Tabel 2 menunjukkan nilai loading, p-
value, dan AVE dari masing-masing 
konstruk. Dapat dilihat bahwa indikator 
MR1, MR6, MR7, MR 8, MR9, C1, C2, 
C5. C6, C7, C8, C10 dan C11 telah di-drop 
dari model karena nilai loading di bawah 
0,04. Meskipun demikian, peneliti tetap 
mempertahankan indikator yang memiliki 
nilai loading antara 0,04 – 0,07. Prosedur 
yang disarankan menyatakan bahwa 
keputusan menghapus indikator dengan 
nilai loading antara 0,04 -0,07 didasari pada 
dampak dari keputusan menghapus 
indikator tersebut pada AVE dan composite 
reliability (Sholihin & Ratmono, 2013). 
Indikator tersebut dapat dihapus jika 
berdampak pada meningkatnya AVE dan 
composite reliability di atas batasnya 
(Sholihin & Ratmono, 2013). 
 
Tabel 2 Validitas Konvergen 





MR2 (0.793) <0.001 
0.645 
MR3 (0.875) <0.001 
MR4 (0.818) <0.001 
MR5 (0.831) <0.001 
MR10 (0.623) <0.001 
MR11 (0.854) <0.001 
Whistleblowing 
WB1 (0.882) <0.001 
0.663 WB2 (0.859) <0.001 
WB3 (0.675) <0.001 
Tabel 1 Informasi Karakteristik Responden 
Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin Laki-laki 54 67,50% 
 Perempuan 26 32,50% 
 Total 80 100% 
Pendidikan SD 0 0% 
 SMP 7 8,75% 
 SMA 57 71,25% 
 S1 9 11,25% 
 S2 0 0% 
 Lainnya 7 8,75% 
 Total 80 100% 
Lama Bekerja 1 tahun 30 37,50% 
 1 - 2 tahun 28 35,00% 
 > 2 tahun 22 27,50% 
 Total 80 100,00% 
sumber: data diolah 
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WB4 (0.824) <0.001 
Collectivism 
C3 (0.763) <0.001 
0.520 C4 (0.727) <0.001 
C9 (0.669) <0.001 
sumber: data diolah       
 
Validitas Diskriminan 
Validitas diskriminan menunjukkan 
sejauh mana konstruk benar-benar berbeda 
dengan konstruk lainnya berdasarkan 
standar empiris (Hair, et al., 2014). Kriteria 
yang digunakan untuk menilai apakah 
model pengukuran memenuhi syarat 
validitas diskriminan yaitu nilai akar 
kuadrat average variance extracted (AVE) 
yaitu kolom diagonal dan diberi tanda 
kurung harus lebih tinggi dari korelasi 
antarvariabel laten pada kolom yang sama 
(Sholihin & Ratmono, 2013). 
 
Tabel 3 Validitas Diskriminan 
  MR WB C C*MR 
MR (0.803) 0.295 -0.245 0.067 
WB 0.295 (0.814) -0.155 -0.150 
C -0.245 -0.155 (0.721) 0.317 
C*MR 0.067 -0.150 0.317 (0.515) 
sumber: data diolah      
Tabel 3 menunjukkan bahwa syarat 
validitas diskriminan telah terpenuhi. Dapat 
dilihat bahwa nilai akar kuadrat AVE 
(kolom diagonal) lebih tinggi dari korelasi 
antarvariabel laten pada kolom yang sama 
 
Reliabilitas Konsistensi Internal 
Uji reliabilitas konsistensi internal 
dilakukan untuk menilai homogenitas 
antara item yang menyusun suatu konstruk 
(Cooper & Schindler, 2011) . Kriteria yang 
digunakan untuk menilai reliabilitas 
konsistensi internal adalah nilai composite 
reliability dan cronbach’s alpha di atas 
0,70 (Sholihin & Ratmono, 2013). Dari 
tabel 4 dapat dilihat bahwa semua konstruk 
dalam penelitian ini memenuhi syarat 
reliabilitas konsistensi internal, yang 
ditunjukkan oleh nilai composite reliability 
dan cronbach’s alpha setiap konstruk di 
atas 0,70. 
 
Tabel 4 Reliabilitas Konsistensi Internal 
  MR WB C C*MR 
Composite 
reliability 
0.915 0.886 0.764 0.832 
Cronbach's 
alpha 
0.887 0.827 0.737 0.819 
sumber: data diolah 
        
Pengujian Hipotesis 
Hipotesis dalam peneitian ini diuji 
dengan menggunakan SEM-PLS. 
Keterdukungan hipotesis dalam penelitian 
ini dilihat dari nilai signifikansi koefisien 
jalur. Terdapat 3 (tiga) hipotesis yang diuji 
dalam penelitian ini. Suatu hipotesis 
dinyatakan terdukung apabila p-value < 
0,05 (signifikan pada tingkat 5%). Tabel 5 
di bawah menyajikan ringkasan hasil 
pengujian hipotesis penelitian ini. 
 
Tabel 5 Ringkasan Pengujian Hipotesis 





H1 MR →WB 0.258 0.002 Terdukung 
H2 C →WB -0.198 0.014 Terdukung 
H3 C*MR -0.165 0.034 Terdukung 
sumber: data diolah 
      
Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis, maka terbukti secara empiris 
bahwa pegawai dengan tingkat moral 
reasoning yang tinggi cenderung untuk 
melakukan tindakan whistleblowing apabila 
dihadapkan pada kecurangan, hal ini sesuai 
mendukung penelitian Near & Miceli 
(1995); serta Liyanarachchi & Newdick 
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(2009). Namun demikian, budaya 
collectivism yang melekat di masyarakat 
Indonesia terbukti secara empiris 
menurunkan niat pegawai untuk melakukan 
tindakan whistleblowing. Temuan 
selanjutnya adalah terbukti secara empiris 
bahwa seseorang dengan tingkat moral 
reasoning yang tinggi, namun tumbuh dan 
tinggal di masyarakat dengan budaya 
collectivism yang tinggi pula, akan 
mengurangi kecenderungan mereka untuk 
melakukan tindakan whistleblowing. 
  
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis menggunakan SEM-PLS, 
membuktikan bahwa ketiga hipotesis dalam 
penelitian ini terdukung. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Moral reasoning berpengaruh positif 
terhadap kecenderungan individu untuk 
melakukan whistleblowing 
2. Collectivism berpengaruh negatif 
terhadap kecenderungan individu untuk 
melakukan whistleblowing 
3. Collectivism berpengaruh negatif 
terhadap hubungan antara moral 
reasoning dan kecenderungan individu 
untuk melakukan whistleblowing 
 
Saran 
Bagi penelitian selanjutnya, saran 
yang dapat diberikan peneliti adalah dengan 
memasukan variabel-variabel konsekuensi-
whistleblowing seperti retaliasi, personal 
cost, maupun variabel-variabel yang 
melekat pada subjek penelitian, seperti 
status wrong doer, komitmen profesional, 
dan pertimbangan etis. 
 
Implikasi dan Keterbatasan 
Penelitian ini memberikan temuan 
bahwa budaya collectivism terbukti secara 
empiris dapat memperlemah hubungan 
antara moral reasoning dan whistleblowing. 
Dampak tidak langsung penelitian ini 
kepada pemerintah daerah dalam 
membangun kebijakan perlu menekankan 
pada aspek profesionalisme dan idealisme, 
karena secara empiris terbukti bahwa 
tingkat moral yang tinggi dari pegawai 
tidak menjamin mereka untuk melakukan 
tindakan whistleblowing karena pengaruh 
budaya yang ada. Responden dari penelitian 
ini adalah bendahara keuangan desa, 
sehingga untuk generalisasi dari hasil 
penelitian ini masih harus dilakukan 
penelitian lanjutan.  
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